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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH JAM MINIMAL TATAP MUKA
DAN PEMBERIAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA BAGI JABATAN
FUNGSIONAL INSTRUKTUR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH JAM MINIMAL TATAP MUKA DAN
PEMBERIAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL
INSTRUKTUR

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam
Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka
bagi Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan
Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional
Instruktur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
keuangan negara sehingga perlu dicabut;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun
2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERPRES No. 56 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 82
Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Jumlah Jam Minimal Tatap Muka
dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan
Fungsional Instruktur.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan
Jam Minimal Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Instruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



